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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Kemiri Nomor  27, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 

Telepon (0414) 21313 
 

 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 100.3.3.2/0006/600.2/II/2025 

 

TENTANG 

 

 PENEMPATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 TAHUN 2025 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

  

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 a.  

 

 

 

b. 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Kepulauan Selayar dipandang perlu mengatur kembali 

penempatan  Pegawai ASN; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf  a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 
 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959         

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
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4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897); 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                          

Nomor 4889);  

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6648); 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136); 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

: 

: 

: 

: 

10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN : 

Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagaimana Nama dan Tugasnya 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pegawai Aparatur Sipil 

Negara tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan 

bertanggungjawab kepada atasan masing – masing secara 

berjenjang; 

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 

penuh rasa tanggung jawab. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal, 12 Februari 2025 

a.n BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN, 

^ 

SIREGAR, S.STP., M.Si. 

Pembina Tk.I, IV/b 

NIP.  

Tembusan : 

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar;

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 100.3.3.2/0006/600.2/II/2025

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA DINAS PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN    

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR    

TAHUN 2025

NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOL TUGAS/ JABATAN KET

1 2 3 5

Reni Dwi Aryanti, S.P., M.M Penata Tk. I, III/d Sekretaris Sekretariat

198601262010012027

2 Jumriati, S. Sos., M.M. Pembina, IV/a Sekretariat

197110201990032002

3 Hj. Patmawati, S.T. Penata Tk. I, III/d Sekretariat

197507102007012025

4 Nur Aeni, S.E. Penata Muda , III/a Sekretariat

198004202014102002

5 Andini Nurul Aulia, S.T. Penata Muda , III/a Teknisi Sarana dan Prasarana Sekretariat

199706282022032008

6 Andi Supardi Pengatur Tk. I, II/d Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat

197902272007011006

7 Wiwik Istiawati Pengatur, II/c Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat

197810082014072004

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Hukum 

PENEMPATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2025

1

SEKRETARIAT

Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan

Penelaah Teknis Kebijakan
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1 Ahmad Natser, S.Pt. Pembina, IV/a Kepala Bidang Perumahan Bidang Perumahan

196705281998031006

2 Adhani M., S.T. Penata Tk. I, III/d

199006262014022004

3 Faisal Hasan, S.T. Penata Muda Tk. I, III/b

198805192019031005

4 Nur Abdillah, S.T. Penata Muda Tk. I, III/b Penelaah Teknis kebijakan Bidang Perumahan

199610082020121003

5 Isyauri Hakim, S.T. Penata Muda, III/a Penelaah Teknis kebijakan Bidang Perumahan

198808292022032003

6 Nur Aeni Pengatur, II/c Pengadministrasi Perkantoran Bidang Perumahan

198210042014072007

Isnawaty Jafar, S.Si., M.M. Pembina, IV/a Kepala Bidang Permukiman Bidang Permukiman

197910042006042028

2 Irfan Setioso, S.T. Penata Tk. I, III/d

197406212008031002

Nur Hasan, S.Si. Penata Tk. I, III/d Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Permukiman

198505162010011012

4 Wawang Sumanto, S.T. Penata Muda Tk. I, III/b

199003262019031006

5 Muhammad Adhim Arasy, S.T. Penata Muda , III/a Penelaah Teknis kebijakan Bidang Permukiman

199602032022031007

Penata Kelola Bangunan Dan Gedung Kawasan 

Permukiman Ahli Muda
Bidang Permukiman

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan 

Permukiman Ahli Pertama
Bidang Permukiman

Bidang Perumahan

Bidang Perumahan

3

1

BIDANG PERUMAHAN

BIDANG PERMUKIMAN

Penata Kelola Bangunan Dan Gedung Kawasan 

Permukiman Ahli Muda

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan 

Permukiman Ahli Pertama
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1 Riska Jaya Syamsul, S.T. Penata Tk. I, III/d

198406242011011015

2 Harlina, S.T. Penata Tk. I, III/d

197702032014072002

3 Arman Said, S.T. Penata , III/c

198202282015031001

4 Akhyamar, S.T. Penata Muda Tk. I, III/b

198512232019031004

Feriyal Sumarno, S.T. Penata Muda Tk. I, III/b Teknisi Sarana dan Prasarana

199207042020121003

6 Ahmad Harianto Na, S.ST. Penata Muda Tk. I, III/b Pengawas Jaringan Utilitas

199312072020121001

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN 

KAWAAN PERMUKIMAN

^

SIREGAR, S.STP., M.Si. 
Pembina Tk. I, IV/b

Nip. 

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum

Penata Kelola Bangunan Dan Gedung Kawasan 

Permukiman Ahli Muda

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum

Penata Kelola Bangunan Dan Gedung Kawasan 

Permukiman Ahli Muda

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum

BIDANG PSU

5

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan 

Permukiman Ahli Pertama
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